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REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman
Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Petunjuk
Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian

Energi dan Sumber Daya Mineral,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan
Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan
Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 45 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 80);

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 132);

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi
Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
224);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI
ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian
sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur
yang dirancang untuk tujuan penetapan dan
pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian,
pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi
pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan
peningkatan kinerja instansi pemerintah.

2. Evaluasi atas Implementasi SAKIP adalah aktivitas
analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut,
apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian
solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan
peningkatan akuntabilitas dan kinerja Unit Organisasi di
lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral.

3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang
selanjutnya disingkat KESDM, adalah kementerian yang
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang
energi dan sumber daya mineral.

4. Unit Organisasi adalah satuan organisasi Sekretariat
Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan
Badan di lingkungan KESDM termasuk Sekretariat

Jenderal Dewan Energi Nasional, dan Badan Pengatur
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Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak
dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui
Pipa.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
Inspektur  Jenderal adalah Inspektur  Jenderal

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini merupakan pedoman dalam melakukan

Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Unit Organisasi di
lingkungan KESDM.

Pasal 3
Evaluasi atas Implementasi SAKIP di lingkungan Unit
Organisasi dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal.
Evaluasi atas Implementasi SAKIP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada waktu awal
bulan Maret sampai dengan akhir bulan Juni setiap

tahun.

Pasal 4
Pimpinan Unit Organisasi melakukan monitoring evaluasi
atas implementasi SAKIP di Unit Organisasi setingkat
Eselon 11 di lingkungannya.
Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikoordinasikan oleh:
a. Kepala Biro Perencanaan untuk Sekretariat
Jenderal;
Sekretaris Inspektorat Jenderal;
Sekretaris Direktorat Jenderal;

Sekretaris Badan;

® o o T

Sekretaris Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas

Bumi; atau
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f. Kepala Biro Umum untuk Sekretariat Jenderal

Dewan Energi Nasional.

BAB 11

KERANGKA KERJA EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP

(1)

Pasal 5
Kerangka kerja Evaluasi Atas Implementasi SAKIP terdiri
atas:
a. perumusan tujuan;
b. penentuan ruang lingkup;
C. perancangan desain;
d pemilih an metode teknik serta instrumen dan

alat;

e. pelaksanaan penugasan; dan
f. pelaporan dan pengomunikasian hasil.
Kerangka kerja Evaluasi Atas Implementasi SAKIP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam
alur kerangka kerja Evaluasi Atas Implementasi SAKIP
tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Perumusan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (1) huruf a secara umum sebagai berikut:

a. memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP
pada masing-masing Unit Organisasi;

b. menilai tingkat implementasi SAKIP pada masing-
masing Unit Organisasi;

c. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan
implementasi SAKIP pada masing-masing Unit
Organisasi; dan/atau

d. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil Evaluasi
Atas Implementasi SAKIP periode sebelumnya pada

masing-masing Unit Organisasi.
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